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MOTTO 
    
   
  
    
  
  
  
    
  
   
  
    
   
 
 
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 
Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor 
(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah:283) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
x 
 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
xi 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
 
Contoh : 
xii 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
xiv 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Fresi Resq Saputri, NIM: 142.111.075, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Gadai Perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan gadai 
perseorangan yang terjadi di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam tinjauan hukum Islam. 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak rahi>n dan murtahin, serta data 
sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai perseorangan 
di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
sudah sesuai dari segi akad dan hak menahan barang, tetapi ketentuan 
pemanfaatan dan aspek jasa belum sesuai dengan teori rahn dan Fatwa DSN-MUI 
nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn. 
 
 Kata kunci: Gadai (Rahn), rahi>n, murtahin, Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn. 
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ABSTRACT 
 
Fresi Resq Saputri, NIM: 142.111.075, "Review of Islamic Laws Against 
Individual Pawn in Sayangan Village Gumpang Village Kartasura District 
Sukoharjo Regency". 
 This study aims to find out how the implementation of individual lien 
that occurred in Hamlet Sayangan Village Gumpang Kecamatan Kartasura 
Sukoharjo regency in review of Islam. 
 This research includes field research, ie research conducted directly in 
the field, with primary data obtained from interviews with the rahi>n and 
murtahin, and secondary data obtained from books, Al-Qur'an, Al-Hadith and 
Fatwa of the National Sharia Council Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 on 
Rahn. 
 The results of this study indicate that the implementation of individual 
mortgage in Sayangan Village Gumpang Village Kartasura District Sukoharjo 
District is in accordance in terms of contract and the right to hold goods, but the 
terms of utilization and service aspects have not been in accordance with rahn 
theory and Fatwa DSN-MUI number 25 year 2002 about Rahn. 
 
 Keywords: Pawn (Rahn), rahi>n, murtahin, Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Number: 25 / DSN-MUI / 2002 about Rahn. 
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ABSTRAK 
Fresi Resq Saputri, NIM: 142.111.075, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Gadai Perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan gadai 
perseorangan yang terjadi di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam tinjauan hukum Islam. 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak rahi>n dan murtahin, serta data 
sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai perseorangan 
di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
sudah sesuai dari segi akad dan hak menahan barang, tetapi ketentuan 
pemanfaatan dan aspek jasa belum sesuai dengan teori rahn dan Fatwa DSN-MUI 
nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn. 
 
 Kata kunci: Gadai (Rahn), rahi>n, murtahin, Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fresi Resq Saputri, NIM: 142.111.075, "Review of Islamic Laws Against 
Individual Pawn in Sayangan Village Gumpang Village Kartasura District 
Sukoharjo Regency". 
 This study aims to find out how the implementation of individual lien 
that occurred in Hamlet Sayangan Village Gumpang Kecamatan Kartasura 
Sukoharjo regency in review of Islam. 
 This research includes field research, ie research conducted directly in 
the field, with primary data obtained from interviews with the rahi>n and murtahin, 
and secondary data obtained from books, Al-Qur'an, Al-Hadith and Fatwa of the 
National Sharia Council Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 on Rahn. 
 The results of this study indicate that the implementation of individual 
mortgage in Sayangan Village Gumpang Village Kartasura District Sukoharjo 
District is in accordance in terms of contract and the right to hold goods, but the 
terms of utilization and service aspects have not been in accordance with rahn 
theory and Fatwa DSN-MUI number 25 year 2002 about Rahn. 
 
 Keywords: Pawn (Rahn), rahi>n, murtahin, Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Number: 25 / DSN-MUI / 2002 about Rahn. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup 
dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari 
manusia yang lain yang bersama-sama memenuhi kebutuhan kehidupannya 
dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukan adanya saling berhubungan satu 
sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.
1
 Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan 
perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. 
Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, 
tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan. 
Melakukan kegiatan muamalat tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan 
kewajiban. Setiap manusia memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain 
dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap orang lain. 
Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan hukum muamalat dengan 
tujuan menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan
2
 dan 
terwujudnya kemaslahatan. 
Di dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-
menolong. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan 
bisa juga dalam hal pinjaman atau utang. Pada masyarakat terdapat beberapa 
praktik perjanjian utang-piutang. Ada perjanjian utang-piutang tanpa barang 
                                                          
1
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 
2002), hlm 11. 
2
Ibid, hlm. 11-12. 
2 
 
jaminan dan ada juga perjanjian utang-piutang dengan barang jaminan (sering 
dinamakan dengan utang gadai). Hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) 
menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, 
rahn adalah menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat 
dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. 
Rahn dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’. Allah 
Swt berfirman, 
                     
                     ... 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (al-Baqarah: 283)3 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jamina 
utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan, pencatatan utang tersebut 
adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai) ini 
hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk 
pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai barang 
jaminan.
4
 
Berkembangnya pegadaian saat ini membuat banyaknya gadai 
bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya 
adalah adanya praktik gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
                                                          
3
 Mahmud Yunus, Tarjamah Al-Qur’an al Karim (Bandung: Al ma’arif, 1990), hlm. 45. 
4
 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 20050, hlm. 415-416. 
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Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ada masyarakat yang melakukan 
praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan. Dan yang dijadikan 
sebagai barang jaminan oleh orang yang berhutang adalah sepeda motor. Jadi 
pihak pertama (rahi>n) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua 
(murtahin) dengan memberikan sebuah jaminan sepeda motor kepada pihak 
kedua. Praktik gadai seperti ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak 
dilakukan perjanjian secara tertulis. 
Dalam praktinya sepeda motor tersebut digunakan oleh pihak kedua 
selaku penerima gadai untuk keperluan sehari-hari. Selain penggunaan sepeda 
motor oleh pihak kedua, ada juga praktik bahwa pihak kedua juga 
memanfaatkan barang gadaian tersebut dengan cara menyewakan sepeda motor 
kepada pihak ketiga ketika belum jatuh tempo dan tanpa sepengetahuan pihak 
pertama dan seizin pihak pertama (rahi>n). Pihak ketiga adalah penyewa sepeda 
motor dari pihak kedua, dan biaya sewa motor ditentukan dengan waktu 
lamanya penyewaan dan sebelum sepeda motor itu akan disewakan pihak 
kedua (murtahin) melihat terlebih dahulu apakah sepeda motor itu akan 
digadaikan kembali oleh rahi>n. Didalam penyewaan sepeda motor yang 
dilakukan oleh pihak kedua (rahi>n) kepada pihak ketiga (sebagai penyewa 
sepeda motor) tanpa memberikan syarat apapun, akan tetapi hanya membayar 
uang sewa sepeda motor tersebut.
5
 Setelah gadai itu terlaksana rahi>n 
mengembalikan uang pinjaman disertai dengan bunga sebesar 25%. Hal 
tersebut dapat merugikan salah satu pihak (pihak pertama). 
                                                          
5
 Wawancara dengan Bapak Agus ( Murtahin), Tanggal 08 Maret 2018. 
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Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengadakan 
penelitian tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Perseorangan di Dusun Sayangan 
Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa 
Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai 
perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun 
Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu menambah 
pengetahuan masyarakat dalam hal gadai baik dari segi manfaat dan 
mudaratnya. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan 
(referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang 
akan datang. 
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E. Kerangka Teori 
1. Gadai atau Rahn 
Gadai atau rahn menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan.  
Sedangkan secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa 
membayar utang.
6
  
Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan 
harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat 
dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun 
sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual 
(terwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, 
misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang 
sah suatu harta jaminan.
7
 Menurut madzhab Syafi’I dan Hambali, harta 
yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Gadai syariah 
adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan system 
gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara 
lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.
8
 Dasar 
diperbolehkannya gadai adalah surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 
                                                          
6
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 102. 
7
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15.  
8
 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 
160. 
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                     
                         
                       
    
 
Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283) 
Di dalam ayat ini menerangkan tentang muamalah(transaksi) 
yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan 
tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang 
tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru 
tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan 
(agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali 
jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada 
Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang 
jaminan. 
Ayat ini tidak menerapkan bahwa jaminan itu hanya boleh 
dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, 
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dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam 
keadaan tersebut bolehh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.
9
 
Dalam situasi lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis Nabi 
Saw riwayat al-Bukhariy dan Muslim yang berbunyi: 
 ُهَنَهَرَو اًماَعَط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع 
  ديِدَح ْنِم اًعْرِد 
Artinya: “Dari Aisyar r.a, bahwa Rasulullah Saw pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang, sambil menggadaikan 
baju besinya kepada Yahudi itu” (H. R. Muslim). 
Adapun syarat-syarat gadai diantaranya: 
1. Rahi>n dan Murtahin 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahi>n dan murtahin 
harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. 
Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan 
transaksi kepemilikan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, 
adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). 
2. Sighat (lafadz) 
a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan 
suatu waktu di masa depan. 
b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti 
halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu 
atau dengan suatu waktu di masa depan. 
 
 
                                                          
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
2009), hlm. 437-438. 
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3. Marhu>n bih (utang) 
4. Marhu>n (Benda Jaminan Gadai)10 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang berkaitan dengan gadai memang bukan untuk yang 
pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang gadai. 
Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang 
belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Skripsi 
yang telah membahas tentang gadai diantaranya yaitu: 
Skripsi yang ditulis oleh Isti’anah yang berjudul: “Praktek Gadai 
Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun 
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)” tahun 2009. Skripsi ini 
menyimpulkan bahwa pinjaman yang menyertakan jaminan (tanah sawah), 
yaitu menggadaikan tanah sawahnya kepada orang yang akan memberikan 
pinjaman. Dengan puluhan tahun, dan orang yang memberi pinjaman 
memanfaatkan tanah sawahnya sampai orang yang meminjam 
mengembalikan pinjamannya.
11
 
Skripsi yang ditulis Ahmad Zainul Massahid yang berjudul: 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Gadai Motor di 
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan” tahun 2016. Skripsi ini 
menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktek makelar gadai 
motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah menggunakan 
                                                          
10
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 37-39. 
11
 Isti’anah, “Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa 
Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)”, Skripsi Program Studi Muamalah 
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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akad wakalah, dimana pihak peminjam mewakilkan kepada pihak makelar 
sebagai penggantinya dalam melakukan transaksi dengan pihak pemberi 
pinjaman yang mana dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Kedudukan makelar dalam praktek gadai motor di Kecamatan 
Arjosari Kabupaten Pacitan dapat dibenarkan dan dipandang sah menurut 
hukum Islam, karena pada dasarnya kedudukan dari pihak makelar adalah 
sebagai wakil dari pihak peminjam untuk melakukan transaksi gadai 
tersebut, dan juga tidak adanya nash yang melarang hal tersebut serta 
syarat-syarat dari makelar tersebut telah terpenuhi.
12
 
Skripsi yang ditulis Hanisisva yang berjudul: “Pelaksanaan Gadai 
Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah 
Cabang Ujung Gurun Padang)” tahun 2011. Skripsi ini menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan 
dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun 
Padang. Alternative penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam 
Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung 
Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan 
melakukan pendekatan persuasive dan jika debitur belum memenuhi 
kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat 
peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan 
dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2) yang menyatakan bila debitur 
                                                          
12
 Ahmad Zainul Massahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor di 
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah 
Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016. 
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tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang 
sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.
13
 
Skripsi yang ditulis Ade Tri Cahyani yang berjudul: “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Mayarakat Kecamatan Tapos 
Kota Depok” tahun 2015. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik gadai 
yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos Kota Depok tidak sah 
menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna 
atau belum sesuai dengan syari’at Islam, dalam praktik gadai tersebut ada 
unsur riba serta barang yang dijadikan jaminan berupa barang hutang 
dengan menggunakan barang kredit, ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan 
syari’at Islam.14 
Skripsi yang ditulis oleh Ketut Iqbal Rizal yang berjudul: 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Cengkeh di Desa 
Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali” tahun 2016. 
Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan gadai kebun 
cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng 
Bali yang dilakukan penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) 
bertentangan dengan hukum Islam karena: Pertama, terdapat unsur 
paksaan di dalamnya, yaitu apabila rahin tidak berkenan memberikan hasil 
kebun cengkehnya kepada murtahin, maka murtahin tidak akan bersedia 
                                                          
13
 Hanasisva, “Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: 
Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang”, Skripsi Program Reguler Mandiri Universitas 
Andalas Padang, 2011. 
14
 Ade Tri Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat 
Kecamatan Tapos Kota Depok”, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta, 2015. 
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memberikan pinjaman kepada rahin. Kedua, adanya unsur riba 
didalamnya yaitu murtahin mengambil keuntungan yang melampaui batas 
terhadap rahin.
15
  
Skripsi yang ditulis oleh Retno Hayati yang berjudul: “Pandangan 
Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Jasa Simpan Gadai Pada 
Cabang Pegadaian Syari’ah Solo Baru” tahun 2005. Skripsi ini 
menyimpulkan bahwa cabang pegadaian syari’ah Solo Baru dalam upaya 
memperoleh pendapatan usaha mengeluarkan produk rahn (gadai). Produk 
ini menggunakan akad ijarah sebagai pelengkap akad rahn. Kedua akad 
inilah yang dijadikan dasar perhitungan biaya gadai yang menjadi 
tanggung jawab rahin. Dari akad rahn diperoleh biaya administrasi dan 
dari akad ijarah diperoleh biaya sewa tempat atau jasa simpan dan cabang 
pegadaian syari’ah Solo Baru tidak melepaskan diri dari prinsip-prinsip 
ekonomi syari’ah dan telah menerapkan hukum-hukum dalam Al-Qur’an. 
Pada perhitungan biaya jasa simpanan telah sesuai dengan syari’ah Islam 
dan terhindar dari praktek riba, hanya saja pemberlakuan pemberian bonus 
berupa muqasah (diskon jasa simpanan) tidak sesuai dengan syari’ah 
Islam.
16
 
Dari beberapa penelitian yang sudah ada menurut penyusun jelas 
sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul 
                                                          
15
Ketut Iqbal Rizal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Cengkeh di 
Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali”, Skripsi Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. 
16
 Retno Hayati, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Jasa Simpan 
Gadai Pada Cabang Pegadaian Syari’ah Solo Baru”, Skripsi Pogram Studi Hukum Ekonomi 
Syari’ah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2005. 
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“Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai perseorangan di 
Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo”. Perbedaan hasil penelitian diatas berbeda dengan yang 
peneliti teliti, pada penelitian ini penulis memfokuskan tentang 
perpindahan gadai atau penyewaan barang gadaian yang dilakukan oleh 
pihak kedua (murtahin) khususnya di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk 
mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
17
 
Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Dusun 
Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Karena di desa tersebut terdapat pelaksanaan gadai perseorangan. 
2. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat 
memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian 
diatas, yaitu: 
 
 
                                                          
17
 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2006), hlm. 133. 
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a. Sumber data primer 
Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang 
diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 
penelitian atau yang memerlukannya.
18
 Dalam penelitian ini peneliti 
memperoleh data langsung dengan pihak yang melakukan gadai 
perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang melalui 
wawancara. 
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 
bahan kepustakaan.
19
 Data sekunder sifatnya membantu untuk 
melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-
seumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan 
beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara  
Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 
data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(informan).
20
 Dimana wawancara dilakukan dengan bertanya 
langsung kepada murtahin (penerima gadai) dan rahi>n (pemberi 
                                                          
18
 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 94. 
19
 P. Joko subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88. 
20
Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 
72. 
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gadai). Dengan metode wawancara pihak peneliti akan lebih mudah 
mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu metode penggalian data dengan cara 
mengumpulkan data-data tertulis meliputi buku-buku, hasil 
penelitian orang, jurnal, artikel dan web yang terkait dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti.
21
 Metode ini digunakan pada 
saat penelusuran informasi bersumber dari dokumentasi objek 
bersangkutan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu 
dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam 
bentuk kalimat perkalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang 
jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahaas dan dapat 
ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya 
yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
22
 
                                                          
21
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm.51. 
 
22
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 172. 
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Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif 
adalah: 
1. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, 
dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus 
sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah 
berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka 
kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun 
pertanyaan penelitian.  
2. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan 
rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga 
bila dibaca, akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk 
membuat suatu analisis. 
3. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut 
saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus 
menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.
23
 
Selain itu peneliti juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara 
melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal 
yang bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya.
24
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 Ibid, hlm. 179. 
24
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 
2010), hlm. 35. 
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H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun 
secara sistematis, diamana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
Bab pertama pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua  ini membahas tentang landasan teori. Meliputi uraian 
tentang pengertian dan dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak 
dan kewajiban pihak gadai, pemanfaatan barang gadai, waktu berakhirnya 
gadai. 
Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang pelaksanaan 
gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Meliputi uraian tentang letak geografis 
daerah dan pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa 
Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Bab keempat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang. 
Meliputi akad gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
ditinjau dari rukun dan syarat gadai, hak menahan barang ditinjau dari hak 
pemegang gadai, ketentuan mengenai pemanfaatan barang gadai ditinjau 
17 
 
dari fiqh empat madzhab dan hasil yang diperoleh murtahin dari jasa 
memelihara Marhu>n. 
Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAB II 
KONSEP GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Gadai 
Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan 
yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan 
utang. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau 
terjerat, disamping itu rahn diartikan pula secara tetap, kekal dan jaminan.
1
 
Sedangkan secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa 
membayar utang.
2
 
Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahakan benda 
berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau 
tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan 
jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya 
terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang 
belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara 
dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang 
yang berhutang. 
Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian 
diantaranya: 
1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 
                                                          
1
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14. 
2
Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 102. 
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2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 
kepercayaan dalam utang piutang. 
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 
mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. 
Sedangkan menurut pendapat Syafe’I Antonio, Ar-rahn (Gadai) 
adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya.
3
 
Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn yaitu 
sebagai berikut: 
1. Ulama Malikiyah 
Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan 
hutang yang bersifat mengikat. Menurut Ulama Hanafiyah rahn 
adalah menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) 
itu, baik seluruhnya maupun sebagainya. Dan Ulama Syafi’iyah 
dan Hanabilah adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan 
utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang 
berutang tidak bisa membayar utangnya itu. 
2. Menurut Ulama Syafi’iyah 
Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang 
dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar 
utang. 
 
                                                          
3
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14-15. 
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3. Menurut Ulama Hanafiyah 
Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan utang 
terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. 
4. Menurut Ulama Hanabilah 
Rahn Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran 
harga (nilai) utang ketikayang berutang berhalangan (tak mampu) 
membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.
4
 
B. Dasar Hukum Gadai 
Dasar hukum tentang gadai terdapat pada Al-Qur’an, Hadits, dan ijma’ 
sebagai berikut:  
1. Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 283 
                     
                         
                       
    
Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-
Baqarah ayat 283). 
                                                          
4
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah….hlm. 19. 
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Di dalam ayat ini dijelaskan tentang muamalah (transaksi) yang 
dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidka 
ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak 
tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seornag juru tulis 
yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan 
(agunan jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali 
jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada 
Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang 
jaminan. 
Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan 
dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak 
ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan 
tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam 
situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang 
diriwayatkan al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad Saw pernah 
menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi di Medinah. 
Pada ayat yang lalu Allah memperingatkan bahwa manusia jangan 
enggan menjadi juru tulis atau memberikan persaksian bila diminta. 
Kemudian pada ayat ini Allah menegaskan kembali agar jangan 
menyembunyikan kesaksian. Penegasan yang demikian mengisyaratkan 
bahwa penulisan dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga 
hartanya, dan jangan lengah melakukan keduanya. Demikian pula pemilik 
22 
 
harta tidak disusahkan karena meminjamkan hartanya, dan tidak dibayar 
pada waktunya.
5
 
2. Hadits 
Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad (Rahn) selain 
Al-Qur’an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad gadai 
sebagai berikut: 
 ُهَنَهَرَو اًماََعط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع 
  ديِدَح ْنِم اًعْرِد 
Artinya: “Dari Aisyar r.a, bahwa Rasulullah Saw pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang, sambil menggadaikan 
baju besinya kepada Yahudi itu” (H. R.  Bukhari dan Muslim).6 
 
3. Ijma’ 
Jumhur ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan ditempat 
kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasul Saw, 
pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya 
penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas adalah untuk 
mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering 
kali terjadi dalam perjalanan. 
Sementara Mujahid, Dhahhak, dan para ulama Zahiriah berpendapat 
bahwa penggadaian tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, dengan 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
2009), hlm. 437-438. 
6
 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, 
Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.73. 
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bersandar kepada ayat diatas. Dan hadits Nabi Saw membantah pendapat 
mereka.
7
 
C. Rukun dan Syarat Gadai 
a. Rukun Rahn 
1. Rahi>n (yang menggadaikan) 
orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki 
barang yang digadaikan. 
2. Murtahin (yang menerima gadai) 
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahi>n untuk 
mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 
3. Marhu>n (barang yang digadaikan) 
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 
mendapatkan utang. 
4. Marhu>n bih (utang) 
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepda rahin atas dasar 
besarnya tafsiran marhun. 
5. Sighat, I >ja>b dan Qa>bu>l.8 
Sedangkan menurut Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari 
rahi>n dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan 
tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya 
penyerahan barang. 
                                                          
7
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 102. 
8
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27. 
24 
 
Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah shighat, 
aqid (orang yang akad), marhu>n, dan marhu>n bih.9 
b. Syarat-syarat Rahn 
1. Rahi>n dan Murtahin 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahi>n dan 
murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu 
berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk 
melakukan transaksi pemilikan. Syarat yang berkaitan dengan orang 
yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). 
Ulama Hanafiyah hanya mensyaratakan cukup berakal saja. 
Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara 
yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan 
syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. 
2. Syarat Sighat (Lafadz) 
a. Ulama Hanafiyah menyatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan 
rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan 
dengan masa yang akan datang, karena akad dalam rahn sama 
dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan itu dikaitkan dengan 
syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, 
maka syaratnya batal, akadnya sah. 
b. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa 
apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad 
                                                          
9
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 
162. 
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itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu 
bertentangan dengan tabiat atau karakter akad rahn, maka 
syaratnya menjadi batal. 
3. Marhu>n bih (utang) 
Dalam hal ini untuk akadnya marhun bih harus memenuhi syarat 
sebagai syarat sahnya Gadai Syariah, yakni: 
a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada 
pemilik-nya (murtahin). 
b. Marhu>n bih itu boleh dilunasi dengan marhu>n itu. 
c. Marhu>n bih itu jelas/tetap dan tertentu. 
d. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak 
bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 
e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak 
dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi rahn tidak sah. 
4. Marhu>n (Benda jaminan gadai) 
Hanafiyah mensyaratkan marhu>n sebagai berikut; dapat 
diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahi>n, bisa diserahkan, 
tidak bersatu dengan harta marhu>n seperti pesyaratan barang dalam 
jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhu>n harus 
dipegang (dikuasai) oleh rahi>n, harta yang tetap atau dapat 
dipindahkan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
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selama marhu>n berada ditangan nurtahin, jika ada kerusakan maka 
murtahin tidak menanggung resiko apapun.
10
 
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah 
Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak 
dan kewajiban antara keduanya: 
a. Hak dan Kewajiban Murtahin 
2 Hak Pemegang Gadai 
a. Pemegang gadai berhak menjual marhu>n, apabila rahi>n pada saat 
jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang 
yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhu>n tersebut 
diambil sebagian untuk melunasi marhu>n bih dan sisanya 
dikembalikan kepada rahi>n; 
b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhu>n; 
c. Selama marhu>n bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk 
menahan marhu>n yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak 
retentie) 
2 Kewajiban Pemegang Gadai 
a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya 
atau merosotnya harga marhu>n, apabila hal itu atas kelalaiannya; 
b. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhu>n untuk 
kepentingan sendiri;dan 
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c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahi>n 
sebelum diadakan pelelangan marhu>n.  
b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah 
1) Hak Pemberi Gadai 
a. Pemberi gadai berhak utnuk mendapatkan kembali marhu>n, 
setelah pemberi gadai melunasi marhu>n bih; 
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan 
hilangnya marhu>n, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian 
murtahin; 
c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan 
marhu>n setelah dikurangi biaya pelunasan marhu>n bih, dan biaya 
lainnya; 
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali marh>un apabila murtahin 
telah jelas menyalahgunakan marhu>n. 
2) Kewajiban Pemberi Gadai 
a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhu>n bih yang 
telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah 
ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin; 
b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhu>n 
miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahi>n 
tidak dapat melunasi marhu>n bih kepada murtahin.11 
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Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 
62-63. 
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E. Pemanfaatan Barang Gadai 
Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik 
oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status 
barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi 
penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak 
yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun 
harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: 
jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan 
barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu 
dimaksudkan untuk menghindari harta bend atidak berfungsi atau 
mubazir.
12
 
Penjelasan pendapat 4 madzhab, tentang pemanfaatan marhu>n adalah 
sebagai berikut: 
1. Pendapat Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa manfaat dari marhu>n 
adalah rahi>n, tidak ada sesuatu pun dari marhu>n bagi murtahin. 
Menurut ulama Syafi’iyah bahwa rahi>n lah yang mempunyai hak atas 
manfaat marhu>n, meskipun marhu>n itu ada dibawah kekuasaan 
murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhu>n tidak hilang, kecuali ketika 
mengambil manfaat atas marhu>n tersebut. 
2. Pendapat Ulama Malikiyyah 
Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari marhu>n dan segala sesuatu 
yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahi>n. Hasil gadaian 
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itu adalah bagi rahi>n, selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila 
murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhu>n itu untuknya, maka hal itu 
dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu: 
a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal 
ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh 
(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai 
dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini 
dibolehkan; 
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhu>n adalah 
untuknya; 
c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus 
ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 
waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama 
Malikiyyah sama dengan alasan ulama Syafi’iyah, yaitu hadits Abu 
Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak murtahin hanya menahan 
marhu>n yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila 
membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, 
sedangkan hal itu dilarang oleh syara’. 
Selain itu, apabila murtahin mengambil manfaat dari marhu>n, 
sedangkan marhu>n itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak 
dibolehkan. 
Adapun pendapat ulama Malikiyyah tersebut, menurut Syafi’i adalah 
bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhu>n adalah pihak 
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rahi>n, namun pihak murtahin pun dapat mengambil manfaat dari 
marhu>n itu dengan syarat yang telah disebutkan diatas. 
3. Pendapat Ulama Hanabilah 
Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhu>n itu sendiri, yaitu 
hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara 
hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat 
diperah atau ditunggangi. 
Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah adalah marhu>n ada 
kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada kalanya 
bukan hewan, maka apabila marhu>n berupa hewan yang dapat 
ditunggangi, maka pihak murtahin dapat mengambil manfaat marhu>n 
tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin 
yang menggadaikan.  
Selanjutnya syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhu>n 
bukan berupa hewan adalah sebagai berikut: 
a. Ada izin dari penggadai rahi>n; 
b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan. 
Sedangkan apabila marhu>n itu tidak dapat diperah dan tidak dapat 
ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian: 
a. Apabila marhu>n berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai 
khadam; 
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b. Apabila marhu>n bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan 
seabagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.
13
 
4. Pendapat Ulama Hanafiyah 
Menurut Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan 
marhu>n yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila 
rahi>n memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari 
marhu>n oleh rahi>n.14 
F. Waktu Berakhirnya Gadai 
Rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan sebagai berikut: 
1. Borg diserahkan kepada pemiliknya 
Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang habis rahn jika murtahin 
menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahi>n) sebab borg merupakan 
jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, 
dipandang habis pula rahn jika murtahin borg kepada rahn atau kepada 
orang lain atas seizin rahi>n. 
2. Dipaksa menjual borg 
Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, rahi>n belum juga 
membayar kembali utangnya, maka rahi>n dapat dipaksa menjual 
marhu>n, kemudian membayar utang dari hasil penjualan marhu>n, 
kemudian membayar utang dari hasil penjualan marhu>n tersebut. 
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Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 
40-43. 
14
Ibid., hlm. 44-45. 
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3. Rahi>n melunasi semua utang 
Rahn dianggap berakhir apabila rahi>n telah melunasi utang kepada 
murtahin dan murtahin menyerahkan borg dikembalikan kepada rahi>n. 
4. Pembebasan utang 
Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn 
meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 
5. Pembatalan rahn dari pihak murtahin 
Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa 
seizin rahi>n, sebaliknya dipandang tidak batal jika rahi>n 
membatalkannya. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan borg pada rahi>n 
sampai dijual. 
6. Rahi>n meninggal dunia 
Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahi>n meninggal dunia 
sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika 
murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahi>n. 
7. Borg rusak 
Rahn berakhir apabila terdapat kerusakan pada borg. 
8. Tasharuf dan borg 
Rahn dipandang habis apabila borg ditasharrufkan seperti dijadikan 
hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.
15
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Masjupri, Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: PSEI Publlishing, 2013), hlm. 188-189. 
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G. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Rahn 
Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional tahun 2002 tantang rahn sebagai berikut: 
Pertama : Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Kedua  : Ketentuan Umum 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhu>n (barang) sampai semua utang Rahi>n 
(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. 
Pada prinsipnya, Marhu>n tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali seizin Rahi>n, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhu>n dan pemanfaatannya itu 
sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahi>n, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahi>n. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
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5. Penjualan Marhu>n 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahi>n untuk segera melunasi 
hutangnya. 
b. Apabila Rahi>n tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhu>n dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 
sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan Marhu>n digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahi>n dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahi>n.16 
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 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI 
PERORANGAN DI DUSUN SAYANGAN DESA GUMPANG 
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 
 
A. Gambaran Umum Desa Gumpang 
1. Sejarah Desa Gumpang 
Desa Gumpang sebagaimana cerita sesepuh desa dulu merupakan 
suatu wilayah Kademangan yang masih dibawah Katemenggungan 
Mayang masa Kerajaan Pajang. Pada perkembangan jaman sampai 
penjajahan Belanda Kademangan ini sering di pakai pertemuan rapat 
Demang-Demang dan para pejuang dalam melawan penjajahan. Dari 
hasil musyawarah tersebut selalu mendapat ide dan gagasan pemecahan 
yang sangat mudah (dalam bahasa jawa Gampang) dalam menyerang 
atau mengusir Penjajah, maka kemudian dalam era pemerintah RI 
diberi nama wilayah yaitu: Gumpang Lor dan Gumpang Kidul, dimana 
Gumpang Kidul kemudian menjadi desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo sedangkan wilayah Gumpang Lor 
menjadi bagian wilayah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo.
1
 
2. Letak Geografis 
Secara geografis dusun Sayangan masuk pada wilayah desa 
Gumpang, dimana desa Gumpang merupakan salah satu desa yang 
terletak di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Batas 
wilayah desa Gumpang sebagai berikut: 
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a. Luas wilayah desa Gumpang: 1.913.750 Ha. 
Dengan batas wilayah meliputi: 
Sebelah Utara  : Jalan Slamet Riyadi (Desa Pabelan) 
Sebelah Timur  : Desa Mayang 
Sebelah Selatan  : Desa Makam Haji 
Sebelah Barat  : Kelurahan Ngadirejo 
b. Luas wilayah desa terperinci sebagai berikut: 
1) Luas Pemukiman  :1.095.000 Ha 
2) Luas Persawahan  :73.000 Ha 
3) Luas Kuburan  :18.090 Ha 
4) Luas Perkantoran  :9.590  Ha 
5) Luas Prasarana Umum :9.180  Ha 
3. Keadaan Demografi Desa Gumpang 
a. Keadaan Sosial 
Berdasarkan data Administrasi kependudukan pemerintah desa 
Gumpang tahun 2014, jumlah penduduk desa Gumpang terdiri dari 
sebagai berikut: 
1. Jumlah Penduduk Keseluruhan   : 10.227 
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
- Laki-laki     : 5.033 
- Perempuan     : 5.244 
3. Jumlah Kepala Keluarga (KK)   : 3.035 KK 
- Kepala Keluarga Miskin   : 280 KK 
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4. Jumlah penduduk dusun sayangan Rt 03/Rw 01 
- Jumlah Kepala Keluarga (KK)  : 103 KK 
- Laki-laki     : 199 
- Perempuan     : 1722 
b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
Pendidikan Orang 
Belum masuk TK 139 Orang 
Sedang TK/Playgroup 304 Orang 
Tidak pernah sekolah 887 Orang 
SD tetapi tidak tamat 335 Orang 
SLTP tetapi tidak tamat 214 Orang 
SLTA tetapi tidak Tamat 230 Orang 
Tamat SLTP/Sederajat 1.719 Orang 
Tamat SLTA/Sederajat 1.518 Orang 
Tamat Akademik/Sarjana 278 Orang 
Jumlah 5.624 Orang 
Dari pemaparan pada tabel jumlah penduduk berdasarkan riwayat 
pendidikannya, penulismenyimpulkan bahwa mayoritas penduduk 
Desa Gumpang berpendidikan setingkat SLTP.
3
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c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Mata Pencaharian Orang 
Buruh Tani 2.259 Orang 
Petani 624 Orang 
PNS 114 Orang 
Pengrajin Industri 9 Orang 
Pedagang Keliling 6 Orang 
Peternak 16 Orang 
Montir 12 Orang 
Perawat Swasta 6 Orang 
TNI 6 Orang 
POLRI 12 Orang 
Pengacara 1 Orang 
Dukun Kampung Terlatih 3 Orang 
Dosen 6 Orang 
Karyawan perusahaan swasta 1.129 Orang 
Jumlah  4.203 Orang 
Dari pemaparan tabel jumlah penduduk berdasarkan mata 
pencahariannya, penulis menyimpulkan bahwa penduduk Desa 
Gumpang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani, petani dan 
karyawan perusahaan swasta.
4
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d. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
Agama Orang 
Islam 8.876 Orang 
Kristen - 
Katholik 7 Orang 
Budha 1 Orang 
Khonghucu - 
Jumlah 8.884 Orang 
 
Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang telah 
dipaparkan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas 
penduduk Desa Gumpang beragama Islam.
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e. Wilayah Administrasi Desa 
- Wilayah Kadus  : 3 Kadus 
- Wilayah Dusun  : 18 Dusun 
- Wilayah RT   : 55 RT 
- Wilayah RW  : 7 RW 
- Jumlah Perangkat Desa : 8 Orang 
- Kepala Desa   : 1 Orang 
f. Sarana Pendidikan 
- Paud    : 3 Paud 
- Sekolah TK   : 4 TK 
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- Sekolah SD   : 5 SDN 
- Sekolah SMP  : 1 MTsN 
- Sekolah SMA  : - 
4. Keadaan Ekonomi 
Desa Gumpang terdapat lahan pertanian dan memiliki sawah irigasi 
teknis, selain itu di Desa tersebut juga terdapat beberapa industri 
diantaranya industri tekstil PT. Tyfountex, industri percetakan CV. 
Pulau Lampuan. Selain itu terdapat juga UMKM yang menjadi 
penopang kehidupan warga sekitar. Mayoritas penduduk Desa 
Gumpang berprofesi sebagai buruh tani, petani, dan karyawan swasta.
6
 
B. Pelaksanaan Gadai Perseorangan Di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
1. Latar Belakang Terjadinya Gadai 
Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup 
dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari 
manusia yang lain yang bersama-sama memenuhi kebutuhan 
kehidupannya dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukan adanya saling 
berhubungan satu sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan 
adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka 
dan saling tolong menolong. Seperti halnya faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya gadai sepeda motor di Dusun Sayangan 
Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yaitu salah 
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satunya faktor ekonomi. Realisasi pelaksanaan gadai di Dusun 
Sayangan Desa Gumpang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
mereka melakukan berbagai usaha salah satunya yaitu dengan gadai 
apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak. 
2. Pelaksanaan Gadai Perseorangan Oleh Pihak Penerima Gadai dan 
Pemberi Gadai 
Pelaksanaan gadai peseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dilakukan antara individu 
satu dengan individu lainnya, yang mana rahi>n mendatangi murtahin 
untuk meminjam sejumlah uang kemudian rahi>n memberikan atau 
menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Barang 
yang dijadikan jaminan adalah sepeda motor. Di Dusun Sayangan Desa 
Gumpang ini terdapat satu murtahin. Menurut hasil wawancara dengan 
bapak Agus selaku murtahin perjanjian dalam akad gadai sepeda motor 
tersebut hanya ada ketentuan, bahwa pihak penggadai (rahi>n) 
diwajibkan membayar bunga sebesar 25 % ketika pengembalian uang 
pinjaman tersebut kepada penerima gadai (murtahin) dan tidak ada 
batasan waktu ketika pengembalian uang tersebut serta dalam akad 
gadai berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, oleh para pihak  
(rahi>n dan murtahin). Dalam arti akad gadai yang dinyatakan oleh pihak 
rahi>n dan murtahin dilakukan secara lisan.7 
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Dalam pelaksaaan gadai, akad antara penggadai (rahi>n) dan 
penerima gadai (murtahin) merupakan faktor yang penting dalam 
pelaksanaan gadai tersebut, akad atau perjanjian gadai dapat 
diwujudkan dengan i>ja>b qa>bu>l atau kesepakatan, karena akad gadai 
merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam pelaksanaan akad 
gadai sepeda motor di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo tidak dicantumkan diperjanjian awal 
atau pada saat pelaksanaan akad tentang perjanjian sewa barang gadai 
ke pihak ketiga oleh murtahin. 
Di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo ini, pelaksanaan penyewaan sepeda motor atau 
transaksi pemanfaatan sepeda motor oleh penerima gadai (murtahin), 
dalam prelaksanaanya murtahin menggunakan sepeda motor tersebut 
untuk keperluan sehari-hari selain itu murtahin juga memanfaatkan 
barang gadaian tersebut untuk disewakan kepada pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan dan seizin rahi>n. 
Hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang 
gadai oleh murtahin tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan 
standar kepada pihak rahi>n. Ditambah lagi dengan beban bunga yang 
diberikan rahi>n kepada murtahin ketika pengembalian uang pinjaman 
tersebut dan tidak ada batasan waktu ketika pengembalian uang 
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tersebut. Dari penjelasan diatas, murtahin telah mendapatkan 
keuntungan tambah dan itu termasuk riba.
8
 
Mengenai pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan 
Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang 
berhasil penulis simpulkan, dari beberapa informan atau responden 
dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai 
berikut: 
a. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Suradi (rahi>n) yang beralamat 
di Dusun Windan Baru RT 03/RW 07 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Suradi datang kerumah bapak Agus (murtahin) 
untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau 
membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- dengan 
membawa sepeda motornya Honda Scoopy tahun 2014 sebagai 
barang gadaian, dengan alasan karena beliau kesulitan untuk 
membayar biaya sekolah untuk anaknya yang duduk dibangku SMK. 
Setelah itu bapak Agus menaksir harga barang jaminan tersebut 
apakah sudah sepadan dengan besaran uang yang ingin rahi>n pinjam, 
setelah ditaksir dan harga barang tesebut sepadan dengan uang yang 
akan rahi>n pinjam bapak Agus memberikan pinjaman tersebut. 
Dalam gadai tersebut Bapak Agus tidak memberikan batasan waktu 
untuk pengembalian uang pinjaman tersebut, akan tetapi Bapak Agus 
memberikan tambahan bunga sebesar 25% ketika uang pinjaman 
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tersebut dikembalikan yang ditelah ditentukan diawal perjanjian. 
Selama uang pinjaman itu belum dikembalikan sepeda motor 
tersebut dimanfaatkan oleh pihak murtahin yaitu dengan 
disewakannya sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga tanpa 
seizin pihak pertama.
9
 
b. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Herman (rahi>n) yang 
beralamat di Dusun Ngentak RT 8/RW 3 dengan bapak Agus 
(murtahin). bapak Herman datang kerumah bapak Agus (murtahin) 
untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau 
membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 3.500.000;- dengan 
membawa sepeda motornya Honda Beat tahun 2014 sebagai barang 
gadaian, dengan alasan karena beliau membutuhkan uang itu untuk 
menutupi hutang lainnya. Setelah itu bapak Agus menaksir harga 
barang jaminan tersebut apakah sudah sepadan dengan besaran uang 
yang ingin dipinjam rahi>n, setelah ditaksir dan harga barang tersebut 
sepadan dengan uang yang akan rahi>n pinjam bapak Agus 
memberikan pinjaman tersebut Dalam gadai tersebut bapak Agus 
tidak memberikan batasan waktu ketika pengembalian uang tersebut 
akan tetapi memberikan bunga sebesar 25% saat pengembalian uang 
tersebut yang telah ditentukan diawal perjanjian. Dan sepeda motor 
                                                          
9
 Wawancara dengan Suradi, Rahin, Tanggal 26 Mei 2018, 16.35 WIB. 
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tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak murtahin untuk disewakan 
kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pihak pertama.
10
 
c. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Endro (rahi>n) yang 
beralamat di Dusun Soditan RT 01/RW 01 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Endro datang kerumah bapak Agus (murtahin) 
untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau 
membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 3.500.000,- dengan 
membawa sepeda motor Vega tahun 2014 sebagai barang gadaian, 
dengan alasan karena beliau membutuhkan uang itu untuk kebutuhan 
mendesak yaitu untuk membayar biaya kebutuhan keluarganya yang 
sedang sakit di Rumah Sakit. Setelah itu bapak Agus menaksir harga 
barang jaminan tersebut apakah sudah sepadan dengan besaran uang 
yang ingin rahi>n pinjam, setelah ditaksir dan harga sepadan dengan 
uang yang akan dipinjam bapak Agus memberikan pinjaman 
tersebut. Dalam gadai tersebut bapak Agus tidak memberikan 
batasan waktu untuk pengembalian uang tersebut, akan tetapi bapak 
Agus memberikan tambahan bunga sebesar 25% ketika 
pengembalian uang tersebut yang telah ditentukan diawal 
perjanjian.
11
 
d. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Kardek (rahin) yng 
beralamat di Dusun Prayan RT 01/RW 01 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Kardek datang kerumah bapak Agus untuk 
                                                          
10
 Wawancara dengan Bapak Herman, Rahin, Tanggal 26 Mei 2018, 17.00 WIB. 
11
 Wawancara dengan Bapak Endro, Rahin, Tanggal 28 Mei 2018, 16.30 WIB. 
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menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau membutuhkan 
pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000;- dengan membawa sepeda 
motornya Vixion tahun 2016 sebagai barang gadaian, dengan alasan 
karena beliau membutuhkan tambahan uang untuk biaya menikah. 
Kemudian bapak Agus menaksir harga sepeda motor tersebut apakah 
sudah sepadan dnegan uang yang akan dipinjam oleh bapak Kardek, 
setelah ditaksir dan harga sepeda motor tersebut sepadan bapak Agus 
memberikan pinjaman tersebut. Dalam gadai tersebut Bapak Agus 
tidak memberikan batasan waktu untuk pengembalian uang tersebut 
dan pengembalian uang ditentuka oleh si pihak rahi>n ketika sudah 
mempunyai uang, akan tetapi ketika pengembalian uang tersebut 
pihak murtahin memberikan tambahan bunga sebesar 25% yang 
telah ditentukan diawal perjanjian.
12
 
e. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Suharno (rahi>n) yang 
beralamat di Dusun Karangasem RT 09/RW 04 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Suharno datang kerumah bapak Agus dengan 
menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau membutuhkan 
pinjaman sebesar Rp. 3.500.000’- dengan membawa sepeda motor 
Honda Vario tahun 2015 sebagai barang gadaian, dengan alasan 
karena beliau membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. 
Kemudian bapak Agus menaksir harga barang jaminan tersebut 
apakah sudah sepadan dengan uang yang akan dipinjam, setelah 
                                                          
12
 Wawancara dengan Bapak Kardek, Rahin, Tanggal 30 Mei 2018, 16.45 WIB. 
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ditaksir dan harga sepeda motor tersebut sepadan dengan uang yang 
akan dipinjam oleh rahi>n bapak Agus memberikan pinjaman 
tersebut. Dalam pengembalian uang tersebut Bapak Agus tidak 
memberikan batasan waktu ketika pengembalian dan 
pengembaliannya ketika pihak rahin sudah mampu untuk 
mengembalikan, akan tetapi saat perjanjian diawal ketika 
pengembalian uang tersebut Bapak Agus memberikan tambahan 
bunga sebesar 25%. Pada pelaksanaannya sepeda motor tersebut 
selain digunakan untuk keperluan sehari-hari sepeda motor tersebut 
juga dimanfaatkan oleh pihak murtahin dengan cara disewakan 
kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pihak pertama 
(rahin).
13
 
f. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Sugeng (rahi>n) yang 
beralamat di Dusun Prayan RT 02/RW 01 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Sugeng datang kerumah bapak Agus dengan 
menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau membutuhkan 
pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- dengan membawa sepeda motor 
Honda Revo tahun 2010 sebagai barang gadai, dengan aasan karena 
beliau membutuhkan uang untuk membayar biaya uang sekolah 
anaknya dibangku SMA. Kemudian bapak Agus menaksir harga 
sepeda motor tersebut apakah sudah sepadan dengan uang yang akan 
dipinjam oleh bapak Sugeng, setelah ditaksir dan harga sepeda motor 
                                                          
13
 Wawancara dengan Bapak Suharno, Rahin, tanggal 30 Mei 2018, 15.30 WIB. 
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tersebut sepdan dengan uang yang akan dipinjam bapak Agus 
memberikan pinjaman tersebut. Dalam pengembalian uang tersebut 
pihak murtahin tidak memberikan batasan waktu untuk 
pengembalian, uang tersebut dikembalikan setelah pihak rahi>n sudah 
mempunyai uang untuk mengembalikan. Akan tetapi ketika 
pengembalian uang tersebut pihak murtahin memberikan tambahan 
bunga sebesar 25% kepada pihak rahi>n.14 
g. Transaksi gadai yang dilakukan oleh oleh bapak Sugiyanto (rahi>n) 
yang beralamat di Dusun Ngentak RT 04/RW 03 dengan bapak Agus 
(murtahin). Bapak Sugiyanto mendatangi rumah bapak Agus dan 
menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu beliau membutuhkan 
pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- dengan membawa sepeda motor 
mio tahun 2010 sebagai barang gadaian, dengan alasan karena beliau 
membutuhkan uang untuk tambahan modal dagang istrinya. 
Kemudian bapak Agus menaksir harga sepeda motor tersebut apakah 
sudah sepadan dengan uang yang akan dipinjam oleh bapak 
Sugiyanto, setelah ditaksir dan harga sepeda motor tersebut sepadan 
dengan uang yang akan dipinjam bapak Sugiyanto, bapak Agus 
memberikan pinjaman tersebut. Dalam pengembaliannya juga tidak 
ada batasan waktu, akan tetapi dalam pernjanjian diawal pihak rahi>n 
                                                          
14
 Wawancara dengan Bapak Sugeng, Rahin, tanggal 02 Mei 2018, 14.25 WIB. 
49 
 
harus menambahkan bunga sebesar 25% ketika pengembalian uang 
tersebut.
15
 
Dari wawancara dengan informan diatas, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa alasan masyarakat menggadaikan sepeda 
motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Tidak 
ada batasan waktu ketika pengembalian uang tersebut akan tetapi 
pihak penggadai harus menambah bunga sebesar 25% ketika 
mengembalikan uang tersebut. Dalam pelaksanaannya pihak 
penggadai tidak diberi tahu atau tidak mengetahui bahwa sepeda 
motor tersebut selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sepeda 
motor tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai untuk 
disewakan kepada pihak ketiga.  
 
 
 
                                                          
15
 Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Rahin, Tanggal 03 Mei 2018, 11.15 WIB. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI 
PERSEORANGAN DI DUSUN SAYANGAN DESA GUMPANG 
 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan gadai 
perseorangan yang terjadi di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo, ditinjau dari teori rahn dan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
1. Akad Gadai Perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
ditinjau dari Rukun dan Syarat Gadai 
Pelaksanaan akad, akad antara rahi>n dan murtahin merupakan faktor 
terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau perjanjian 
gadai dapat diwujudkan dengan i>ja>b qa>bu>l atau kesepakatan selain itu 
bisa juga dengan tulisan. Seperti yang terjadi pada gadai perseorangan di 
Dusun Sayangan Desa Gumpang terjadi gadai antara pihak rahi>n dan 
murtahin, yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan pihak 
rahi>n kepada pihak murtahin bahwasannya pihak rahi>n akan melakukan 
gadai dengan barang jaminan sepeda motor dengan jumlah uang yang 
dibutuhkan pihak rahi>n. 
Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam Bab II mengenai 
rukun dan syarat rahn yang meliputi: 
a. Rukun Rahn 
1. Rahi>n (yang menggadaikan) 
Orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki 
barang yang digadaikan. 
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2. Murtahin (yang menerima gadai) 
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk 
mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 
3. Marhu>n  (barang yang digadaikan) 
Barang yang digunakan rahi>n untuk dijadikan jaminan dalam 
mendapatkan utang. 
4. Marhu>n bih (utang) 
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepda rahi>n atas dasar 
besarnya tafsiran marhu>n. 
5. Sighat, i>ja>b dan Qa>bu>l 
Sedangkan menurut Hanafiyah rukun rahn adalah i>ja>b dan qa>bu>l 
dari rahi>n dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan 
tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya 
penyerahan barang.
1
 
Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah 
shighat, aqid (orang yang akad), marhu>n, dan marhu>n bih.2 
b. Syarat-syarat Rahn 
1. Rahi>n dan Murtahin 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahi>n dan 
murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu 
berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk 
                                                          
1
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27. 
2
 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 
162. 
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melakukan transaksi pemilikan. Syarat yang berkaitan dengan 
orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan 
berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratakan cukup berakal 
saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan 
antara yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn, 
dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. 
2. Syarat Sighat (Lafadz) 
a. Ulama Hanafiyah menyatakan dalam akad itu bahwa 
kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu 
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad 
dalam rahn sama dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan itu 
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa 
yang akan datang, maka syaratnya batal, akadnya sah. 
b. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa 
apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran 
akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat 
itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad rahn, maka 
syaratnya menjadi batal. 
3. Marhu>n bih (utang) 
Dalam hal ini untuk akadnya marhu>n bih harus memenuhi syarat 
sebagai syarat sahnya Gadai Syariah, yakni: 
a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada 
pemilik-nya (murtahin). 
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b. Marhu>n bih itu boleh dilunasi dengan marhu>n itu. 
c. Marhu>n bih itu jelas/tetap dan tertentu. 
d. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak 
bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 
e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak 
dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi rahn tidak sah. 
4. Marhu>n (Benda jaminan gadai) 
Hanafiyah mensyaratkan marhu>n sebagai berikut; dapat 
diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahi>n, bisa diserahkan, 
tidak bersatu dengan harta marhu>n seperti pesyaratan barang dalam 
jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhu>n harus 
dipegang (dikuasai) oleh rahi>n, harta yang tetap atau dapat 
dipindahkan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
selama marhu>n berada ditangan nurtahin, jika ada kerusakan maka 
murtahin tidak menanggung resiko apapun.
3
 
Maka dapat dilihat dari segi rukun dan syarat gadai (rahn) 
dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai perorangan di 
Dusun Sayangan Desa Gumpang sudah memenuhi rukun dan syarat 
gadai (rahn) yang meliputi orang yang berakad (pihak rahi>n dan 
murtahin), barang yang digadaikan (Marhu>n) seperti halnya disini 
yang dijadikan barang gadaian adalah sepeda motor, utang 
(Marhu>n bih) seperti uang yang dibutuhkan oleh pihak rahi>n, 
                                                          
3
 Ibid., hlm. 37-39. 
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sighat, i>ja>b dan qa>bu>l. Akan tetapi dalam kasus gadai perseorangan 
di Dusun Sayangan Desa Gumpang yang menjadi persoalan adalah 
akad perjanjian yang telah ditentukan diawal yang dilakukan oleh 
pihak rahi>n dan murtahin yaitu penambahan bunga sebesar 25% 
ketika pengembalian utang tersebut termasuk unsur riba. 
2. Hak Menahan Barang ditinjau dari Hak Pemegang Gadai dan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn 
Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II mengenai Hak Pemegang 
gadai yang meliputi: 
a. Pemegang gadai berhak menjual marhu>n, apabila rahi>n pada saat jatuh 
tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang 
berutang. Sedangkan hasil penjualan marhu>n tersebut diambil 
sebagian untuk melunasi marhu>n bih dan sisanya dikembalikan 
kepada rahi>n; 
b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhu>n; 
c. Selama marhu>n bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk 
menahan marhu>n yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).4 
Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 25 Tentang Rahn poin 1 
Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
                                                          
4
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 62. 
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Maka dapat dilihat dari segi hak pemegang gadai dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 25 tentang Rahn poin 1 dalam pelaksanaan gadai 
perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang sudah sesuai, 
bahwasannya pihak murtahin memiliki hak untuk menahan marhu>n yang 
diserahkan oleh pemberi gadai ketika marhu>n bih belum dilunasi. 
3. Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Fiqh 
Empat Madzhab dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 
tentang Rahn 
Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II mengenai penjelasan 
fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan marhu>n adalah sebagai berikut: 
1. Pendapat Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa manfaat dari marhu>n 
adalah rahi>n, tidak ada sesuatu pun dari marhu>n bagi murtahin. 
Menurut ulama Syafi’iyah bahwa rahi>n lah yang mempunyai hak atas 
manfaat marhu>n, meskipun marhu>n itu ada dibawah kekuasaan 
murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhu>n tidak hilang, kecuali 
ketika mengambil manfaat atas marhu>n tersebut. 
2. Pendapat Ulama Malikiyyah 
Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari marhu>n dan segala sesuatu 
yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahi>n. Hasil 
gadaian itu adalah bagi rahi>n, selama murtahin tidak mensyaratkan. 
Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhu>n itu untuknya, 
maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu: 
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a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. 
Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga 
tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta 
gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini 
dibolehkan; 
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhu>n adalah 
untuknya; 
c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus 
ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 
waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama 
Malikiyyah sama dengan alasan ulama Syafi’iyah, yaitu hadits Abu 
Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak murtahin hanya menahan 
marhu>n yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila 
membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan 
miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara’. 
Selain itu, apabila murtahin mengambil manfaat dari marhu>n, 
sedangkan marhu>n itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga 
tidak dibolehkan. 
Adapun pendapat ulama Malikiyyah tersebut, menurut Syafi’i 
adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhu>n adalah 
pihak rahi>n, namun pihak murtahin pun dapat mengambil manfaat 
dari marhu>n itu dengan syarat yang telah disebutkan diatas. 
3. Pendapat Ulama Hanabilah 
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Ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur. Mereka 
berpendapat, jika marhu>n berupa hewan, murtahin boleh 
memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar 
mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahi>n. Adapun marhu>n 
selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahi>n. 
4. Pendapat Ulama Hanafiyah 
Menurut Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan 
marhu>n yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka 
apabila rahi>n memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat 
dari marhu>n oleh rahi>n.5 
Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang 
Rahn poin 2 Marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. Pada 
prinsipnya, Marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahi>n kecuali 
seizin Rahi>n, dengan tidak mengurangi nilai Marhu>n dan 
pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatan. 
Maka dapat dilihat dari pendapat fiqh empat madzhab tentang 
pemanfaatan barang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang 
Rahn poin 2 dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai 
perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang belum sesuai. 
Karena dalam praktiknya pihak murtahin memanfaatkan barang 
gadaian tersebut tanpa seizin pihak rahi>n. 
                                                          
5 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm. 40-
43. 
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4. Hasil yang diperoleh Murtahin dari Jasa Memelihara Marhu>n 
ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn 
Dari penelitian yang penulis lakukan yang telah dijabarkan pada 
Bab III dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang Rahn poin 
3 dan 4 Pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahi>n, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan 
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahi>n. 
Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
Maka dapat dilihat dari hasil wawancara pada Bab III dan Fatwa 
DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 3 dan 4 dalam 
pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa Gumpang 
belum sesuai, karena biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n 
ditentukan oleh besarnya pinjaman yaitu bunga sebesar 25%. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan gadai perseorangan yang terjadi di Dusun Sayangan Desa 
Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dilakukan antara 
individu satu dengan individu lainnya, yang mana rahi>n mendatangi 
murtahin untuk meminjam sejumlah uang kemudian rahi>n menyerahkan 
barang sebagai bentuk jaminan utangnya dan barang yang dijadikan 
jaminan adalah sepeda motor. Pihak murtahin memberikan bunga sebesar 
25% ketika pengembalian uang pinjaman dan bunga tersebut telah 
disepakati diawal perjanjian oleh pihak murtahin dan rahi>n dan tidak ada 
batasan waktu atau jatuh tempo ketika pengembalian uang tersebut serta 
tidak adanya bukti tulis secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan. 
Selain itu dalam pelaksanaan gadai perorangan ini, murtahin menggunakan 
sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari selain itu murtahin  juga 
memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk disewakan kepada pihak lain 
tanpa seizin dan sepengetahuan dan keuntungan hasil dari penyewaan 
sepeda motor tersebut diambil sendiri oleh pihak murtahin. 
2. Ditinjau dari teori rahn dan Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang 
Rahn, pelaksanaan gadai perseorangan di Dusun Sayangan Desa gumpang 
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dilihat dari akad sudah memenuhi dari segi rukun dan syarat gadai, 
Kemudian untuk hak menahan barang sudah sesuai dengan teori rahn dan 
Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 1 bahwa pihak 
murtahin mempunyai hak untuk menahan marhu>n sampai utang dilunasi, 
sedangkan untuk pemanfaatan barang gadai dan jasa yang diperoleh 
murtahin dari memelihara marh>un belum sesuai dengan teori rahn dan 
Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 2, 3, dan 4, 
karena pihak murtahin tidak meminta izin kepada pihak rahi>n ketika 
memanfaatkan marhu>n dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n 
ditentukan oleh besarnya pinjaman yaitu bunga sebesar 25%. 
B. Saran 
1. Bagi pihak murtahin sebaiknya tidak memberikan prinsip bunga karena 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pihak murtahin seharusnya tidak 
menyamakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n sesuai dengan 
jumlah pinjaman. Dalam pemanfaatan barang gadai meskipun pihak rahi>n 
tidak keberatan dengan itu sebaiknya pihak murtahin meminta izin kepada 
pihak rahi>n. 
2. Bagi pihak rahi>n seharusnya mengganti biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang jaminan tersebut masuk dalam kewajiban atau 
tanggungan pihak rahi>n. 
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Wawancara 
Wawancara dengan Bapak Agus, Murtahin, Tanggal 24 Mei 2018, 14.15 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Endro, Rahin, Tanggal 28 Mei 2018, 16.30 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Herman, Rahin, Tanggal 26 Mei 2018, 17.00 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Kardek, Rahin, Tanggal 30 Mei 2018, 16.45 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Sugeng, Rahin, tanggal 02 Mei 2018, 14.25 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Rahin, Tanggal 03 Mei 2018, 11.15 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Suradi, Rahin, Tanggal 26 Mei 2018, 16.35 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Suharno, Rahin, tanggal 30 Mei 2018, 15.30 WIB. 
Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak murtahin 
 
1. Apa yang dijadikan barang jaminan ketika peminjaman utang? 
2. Apakah barang jaminan ditahan apa tidak? 
3. Adakah batasan waktu ketika pengembalian utang tersebut? 
4. Siapa yang membiayai pemeliharaan barang gadaian tersebut? 
5. Apakah ada bunganya? Kalau ada berapa? 
6. Apakah barang gadaian tersebut digunakan (dimanfaatkan)? 
7. Apakah ada izin dari pihak rahi>n ketika barang gadaian tersebut digunakan 
dan adakah imbalan kepada pihak rahi>n? 
8. Siapa saja yang menggadaiakan di rumah bapak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak rahi>n 
 
1. Apakah anda pernah menggadaikan ditempat bapak agus? Apa barang 
jaminannya? 
2. Apakah anda mengetahui kalau barang gadaian anda dipergunakan oleh pihak 
murtahin? 
3. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang gadaian anda apabila 
barang gadaian digunakan oleh pihak murtahin? 
4. Adakah bunganya? Kalau ada berapa? 
5. Apakah anda keberatan dengan bunganya? 
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FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 
Rahn 
                                
Dewan Syari'ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman 
dengan menggadaikan  barang sebagai jaminan utang; 
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu 
merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam 
berbagai produknya; 
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan 
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai 
jaminan atas utang. 
Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 
 ٌةَضْو ُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اْوُدَِتَ َْلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو… 
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang ..." 
2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 
'Aisyah r.a., ia berkata: 
 َو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر ََّنأ َلَِإ ٍّيِدْوُه َي ْنِم اًماَعَط ىَر َتْشا َمَّلَس
.ٍدْيِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ 
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." 
3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 
.ُهُمْرُغ ِهْيَلَعَو ُهُمْنُغ ُهَل ،ُهَنَهَر ْيِذَّلا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَّرلا قَلْغ ُي َلا 
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya." 
4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda: 
 ُبَسُْشي ِّزَّدلا ُنََثلَو ،ًانُْىهْسَم َناَك اَِذإ ِهَِتَقَفِنت ُةَكُْسي ُسْهَّظلا
 ِرَّلا َىلَعَو ،ًانُْىهْسَم َناَك اَِذإ ِِهَتقََفِنت ُبَسْشَيَو ُةَكَْسي ْي
.َُةَقفَّنلا 
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang 
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." 
5. Ijma: 
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn. (al-
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181) 
6. Kaidah Fiqih: 
.اَهِْيْرَْتَ ىَلَع ٌلِْيلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا فِ ُلْصَلأا 
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain: 
 نيغلما( ِةَلْمُلجْا فِ ِنْهَّرلا ِزاَوَج َىلَع َنْوُمِلْسُ
لما َعَْجََْأف ُعَاْجِْلإا ا ََّمأَو
 ج ،ةمادق نبلا4  ص ،363) 
Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') 
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan 
utang) diperbolehkan 
 جاتلمحا نيغم( ِنْوُهْر
َ
لما ُصْق َن ِهْيَلَع ُبَّتَر َت َي َلا ِنْهَّرلِاب ٍعاَفِْتنا ُّلُك ِنِهاَّرِلل
 ج ،نييبرشلل2  ص131) 
Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai 
secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan 
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. 
 َنِم ٍءْيَشِب َعِفَتْن َي ْنَأ ِنَِتَْرُمِْلل َسَْيل ُهََّنأ ِةَِلباََنْلْا ُر ْ يَغ ُرْوُهْمُْلجا ىَر َي
 ِنْهَّرلا 
Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat 
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan 
barang gadai sama sekali. 
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 
2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 
2002. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN 
Pertama : Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
Kedua : Ketentuan Umum 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun  (barang) sampai semua 
utang Rahin(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 
utangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui 
lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Kedua : Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir 423 H 
 26 Juni 2002 M 
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